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PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 53 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan, dalam hal penyedia
gagal menyelesaikan pekerjaan, namun PPK menilai bahwa
penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan
kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
yang dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya
mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan
jaminan pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan dimaksud
dapat melampaui tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pelaksanaan dan
Penatausahaan belanja yang melampaul tahun anggaran
dalam hal pelaksanan pekerjaan/pembavaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat
terkait akibat diantaranya adalah perpanjangan waktu
pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa

c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan pengeluaran untuk
mendanai keperluan mendesak diantaranya belanja daerah
yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
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bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan, pengeluaran
untuk mendanai keperluan mendesak diantaranya adalah
pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, amanat
peraturan perundang-undangan serta pengeluaran daerah
lainnya yang apabila ditunda akan menimbuilkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pergeseran
anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu,
pergeseran antar objek dalam jenis yang sama melalul
persetujuan Sekretaris Daerah, pergeseran antar rincian
objek dalam objek yang sama melalui persetujuan PPKD,
pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama melalui persetujuan PPKD, perubahan atau pergeseran
atas uraian dari sub rincian objek melalui persetujuan
Pengguna Anggaran;

bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dinyatakan “Dalam
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini dengan melakukan
perubahan Peratuan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya
ditampung dalam perubahan APBD Provinsi Riau tahun
anggaran 2023;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi RI Nomor : B-
0204 /MENKO/MARVES/PE.02.001/2023 tanggal 11 Januari
2023, hal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Germas
BBI/PDN perlu ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan radiogram/formulir berita Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam
Negeri RI Nomor : 500.3.2/3807/Bangda tanggal 8 Februari
2023 diberitakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau ditunjuk
sebagai salah satu penyelenggara Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Ke Indonesia pada
bulan Juni 2023 perlu ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2023;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Grar):

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggdran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anwaran
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran | dan Lampiran 1l Peraturan
Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 10) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
‘dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2023

GUBERNUR RIAU,
ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2023 Salinen Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.
S.F. HARIYANTO

2 na Utama Muda

279650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR : 5
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